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Wages and Social Security for Workers are the
main elements in employment law because they
are important factors for workers whose aim is to
provide appreciation and remuneration, which in
this case is to provide a sense of calm for workers
and their families for a prosperous life. So the
provisions on wages and social security for
workers must be implemented in accordance with
the invitation regulations to ensure legal
certainty. This research aims to examine and
research the legal regulations for the application
of wages and social security for workers in fixed-
term work agreements (PKWT) according to Law
Number 6 of 2023 concerning Stipulation of
Government Regulations in Lieu of Law Number
2 of 2022 concerning Copyright. Work Becomes
Law and obstacles and solutions in wage and
social security disputes. This research uses
normative and empirical methods by using a
normative approach (legal research) to obtain
secondary data and an empirical approach
(sociological juridical), to obtain primary data
through field research.The results of this research
conclude that there are still many companies that
have not implemented wages and social security
for workers in certain time work agreements
(PKWT) according to statutory provisions. As for
the legal remedies that workers can take in the
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event of a dispute, they hope to carry out
deliberations to reach consensus, secondly parties
to a dispute can obtain favorable results, reduce
costs and save time. If consensus cannot be
reached, a bipartite settlement can be carried out.
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ABSTRAK
Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan unsur utama dalam

hukum ketenagakerjaan karena menjadi faktor penting bagi pekerja yang
bertujuan untuk memberikan apresiasi dan balas jasa yang dalam hal ini
merupakan pemberian rasa tenang bagi pekerja beserta keluarganya untuk
kesejahteraan hidup. Maka penerapan upah dan jaminan sosial tenaga kerja harus
dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan untuk mewujudkan kepastian
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai
pengaturan hukum Penerapan Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang serta kendala dan solusi dalam perselisihan upah dan jaminan
sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris dengan
mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data
sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data
primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memberikan
penerapan upah dan jaminan sosial tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) menurut ketentuan perundang undangan. Adapun upaya hukum
yang bisa dilakukan pekerja jika terjadi sengketa melakukan musyawarah
diharapkan dengan musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersengketa
dapat memperoleh hasil yang menguntungkan, menekan biaya serta menghemat
waktu. Apabila mufakat tidak tercapai bisa melakukan penyelesaian secara
secara bipartit.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Upah, Jaminan Sosial

PENDAHULUAN peranan dalam peningkatan

produktifitas serta kesejahteraan
Tenaga kerja sangat mempengaruhi perusahaan  harus  diberdayakan
pada kemajuan perusahaan, sehingga satu perusahaan mampu
kedudukan tenaga kerja sebagai bersaing dalam era globalisasi, dalam
pelaku  pembangunan mempunyai pembangunan nasional tenaga kerja
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mempunyai peranan dan kedudukan
yang sangat penting sebagai pelaku
dalam tujuan pembangunan.
Perjanjian  kerja  diatur  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian
KerjaWaktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat
Dan Pemutusan Hubungan Kerja
pada Pasal 1 Ayat (9) yang
menjelaskan  bahwa  “Perjanjian
Kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh  dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat  kerja, hak, dan
kewajiban para pihak”.

Undang Undang terbaru mengenai
ketenagakerjaan mengenai perjanjian
kerja waktu tertentu terdapat dalam
Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang. Pengaturan terbaru
ada dalam salah satu peraturan teknis
pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023  yaitu  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu
Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan
Kerja. Dalam peraturan ini terkait
Perjanjian kerja waktu tertentu ada
perubahan dengan peraturan
sebelumnya yaitu Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003.

Masalah  ketenagakerjaan  adalah

bagian intregral dari masalah
ekonomi, sehingga masalah
pembangunan ketenagakerjaan juga
merupakan masalah dalam
pembangunan ekonomi.

Pekerja/buruh adalah tulang
punggung perusahaan, tanpa adanya

pekerja perusahaan tidak akan
mungkin  bisa  berjalan  dan
berpartisipasi dalam pembangunan.
Perusahaan pada saat ini mau
mengembangkan usahanya  di
berbagai daerah maka hal ini
terutama manajemen sumber daya
manusia, sedangkan unsur manusia
sendiri mempunyai kebutuhan yaitu
kebutuhan fisiologi terutama yang
paling bawah yaitu butuh upah
insentif dan jaminan sosial untuk
lebih meningkatkan motivasi kerja.
Hal ini akan berpengaruh pada
motivasi kerja karyawan.

Jaminan  sosial tenaga kerja
merupakan  perlindungan  bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan
berupa uang (jaminan kecelakaan
kerja, kematian, dan tabungan hari
tua), dan pelayanan kesehatan yakni
jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan sosisal tenaga kerja yang
diatur dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional adalah :
bahwa setiap orang berhak atas
jaminan  sosial  untuk  dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan
martabat memenuhi terwujudnya
masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil dan makmur serta
bahwa untuk memberikan jaminan
sosial yang menyeluruh, Negara
mengembangkan sistem jaminan
sosial nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Suatu perjanjian, dikenal adanya
asas kebebasan berkontrak dan
menganut sistem terbuka. Maksud
asas tersebut adalah bahwa setiap
orang pada dasarnya boleh
membuat perjanjian mengenai apa
saja, sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan
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dan ketertiban umum. Peraturan
Perundang-Undangan mengenai
hukum perjanjian pada umumnya
juga Dbersifat menambah atau
pelengkap yang artinya pihak-pihak
dalam membuat perjanjian, bebas
untuk menyimpang dari pada
ketentuan-ketentuan tersebut,
tentunya sepanjang tidak
bertentangan  dengan  undang-
undang, kesusilaan dan ketentuan
umum. Para pihak diperbolehkan
membuat ketentuan-ketentuan
sendiri yang menyimpang dari
ketentuan hukum perjanjian. Kalau
tidak mengatur sendiri mengenai
sesuatu hal, berarti mengenai hal
tersebut para pihak akan tunduk
kepada ketentuan undang-undang.

Suatu perjanjian tidak mengatur
secara terperinci semua yang
bersangkutan dengan perjanjian
hanya menyetujui hal-hal yang
pokok saja, yang lainnya tunduk
pada undang-undang.  Sebagai
konsekuensi sistem terbuka dari
hukum perjanjian yang
mengandung  asas  kebebasan
membuat perjanjian tersebut, maka
berdasarkan Pasal 1338
KUHPerdata, semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Dengan
menekan pada perkataan semua,
maka Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata menyatakan kepada
masyarakat, bahwa diperbolehkan
membuat perjanjian yang berupa
dan berisi apa saja atau tentang apa
saja dan perjanjian itu akan
mengikat mereka yang membuatnya
sebagai suatu Undang-Undang.

Perjanjian kerja mempunyai
manfaat yang besar bagi para pihak
yang  mengadakan perjanjian
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tersebut. Hal ini hendaknya harus
disadari karena perjanjian kerja
yang dibuat dan ditaati secara baik
akan dapat menciptakan ketenangan
kerja, jaminan kepastian hak dan

kewajiban  baik bagi  pekerja
maupun pengusaha dan perjanjian
kerja tidak bertentangan dengan

peraturan  perusahaan  ataupun
perundang-undangan
terkait.Perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik
sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.
Dari ketentuan pasal 1338 dapat
dimaknai bahwa para pihak bebas
menentukan isi dan bentuk dari
suatu  perjanjian akan tetapi
perjanjian  tersebut tidak dapat
bertentangan dengan asas itikad
baik yakni tidak bertentangan
dengan undang-undang lainnya,
atau aturan yang lebih tinggi atau
aturan yang lebih khusus dan
berlawanan dengan kesusilaan baik
atau ketertiban umum.

Hak dan kewajiban dari pihak yang
menentukan  perjanjian  tersebut
yaitu pengusaha membatasi
kewajibannya untuk memenuhi hak
dari pekerja. Hal ini terkait dalam
menentukan hak-hak pekerja seperti
pemberian upah dibawah upah
minimum,  tidak  memberikan
keselamatan kerja maupun
kesehatan kerja, tidak ada cuti, jenis
dan sifat pekerjaan yang seharusnya
merupakan pekerjaan tetap, atau
perjanjian kerja yang bertentangan
dengan ketentuan ketenagakerjaan
di Indonesia.

Hak dan kewajiban dari pihak yang
menentukan  perjanjian  tersebut
yaitu pengusaha membatasi
kewajibannya untuk memenuhi hak
dari pekerja. Hal ini terkait dalam
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menentukan hak-hak pekerja seperti
pemberian upah dibawah upah
minimum,  tidak  memberikan
keselamatan kerja maupun
kesehatan kerja, tidak ada cuti, jenis
dan sifat pekerjaan yang seharusnya
merupakan pekerjaan tetap, atau
perjanjian kerja yang bertentangan
dengan ketentuan ketenagakerjaan
di Indonesia.

Peristiwa hukum perjanjian
merupakan tindakan yang dilakukan
oleh pekerja buruh dan
pengusaha/pemberi  kerja  untuk
saling mengikatkan diri dalam suatu
hubungan yang bersifat normative
atau saling mengikat, praktiknya
kadang pekerja pada mulanya
dipekerjakan  sebagai pekerja
dengan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) atau kontrak.
Namun, kemudian oleh pengusaha
diangkat menjadi pekerja tetap
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT).  Sebelum  diangkat
menjadi pekerja tetap, pengusaha
dapat mensyaratkan pekerja
tersebut untuk  melalui  masa
percobaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu lIstirahat
Dan Pemutusan Hubungan Kerja
pada Pasal 8 ayat (1) PKWT
berdasarkan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling
lama 5 (lima) tahun. Peristiwa
pemutusan hubungan kerja
dikarenakan  pengunduran  diri
pekerja/buruh atas kemauan sendiri
tanpa ada paksaan dari pihak lain
maka pekerja berhak atas uang
penggantian hak dan uang pisah
yang besarannya diatur dalam

Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

Perjanjian kerja waktu tertentu
berdampak bagi  kesejahteraan
pekerja karena hanya dibuat untuk
pekerjaan tertentu dan sekali dalam
jangka waktu tertentu yang sifatnya
sementara, pekerjaan yang bersifat
musiman, dan berhubungan dengan
produk baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan,
dengan hal ini kepastian hukum
untuk kesejahteraan bagi pekerja
sangat lemah untuk itu ada baiknya
dilihat kembali pada perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama untuk
mengetahui apa yang menjadi hak
kita sebagai pekerja apabila
mengundurkan  diri.  Pemerintah
harus  memainkan  peranannya
dengan lebih seimbang tanpa
merugikan  kaum  buruh  dan
pengusaha.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum
tentang penerapan upah dan
jaminan sosial tenaga kerja
dalam perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) untuk
mewujudkan kepastian hukum
studi penelitian di PT. Mahveen
Informatika Teknologi?

2. Bagaimana implementasi faktor
kendala dan solusi tentang
penerapan upah dan jaminan
sosial tenaga kerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) di PT. Mahveen
Informatika Teknologi?
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METODOLOGI
Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan metode penelitian
hukum empiris yang mana peneliti
lakukan di PT. Mahveen Informatika
Teknologi serta didukung dengan
metode penelitian hukum normatif
yang peneliti lakukan dengan studi
dokumen/kepustakaan  dan  juga
wawancara. Analisis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang
bersifat deskriptif karena akan
menggambarkan keadaan subjek
dan/atau objek penelitian yang
meliputi instansi pemerintah dan/atau
instansi swasta lembaga, organisasi
dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat
Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data
sekunder. Data  primer  yang
bersumber dari hasil wawancara di
PT. Mahveen Informatika Teknologi.
Pengumpulan data sekunder
dilakukan melalui penelitian
kepustakaan dengan cara mengkaji
buku-buku, jurnal, hasil penelitian,
konvensi dan peraturan perundang-
undangan serta melalui media
internet berkenaan dengan hal yang
berhubungan dengan permasalahan
penelitian.

Data primer diperoleh dengan
melakukan  Penelitian  lapangan
dengan cara mewawancarai pihak
informan dan responden yang
berkaitan dengan objek penelitian
ini. Adapun yang menjadi informan
dan responden seperti Manajer
Human Resource.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut,
baik data primer dari penelitian
lapangan, maupun data sekunder
yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan digeneralisikan yang
selanjutnya dianalisis secara
kualitatif. Analisis data ini sebagai
upaya mencari dan menata data
secara sistematis untuk
meningkatkan pemahaman peneliti
tentang masalah yang diteliti dan
menyajikannya sebagai suatu temuan
penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk
mencari solusi atau jalan keluar
terhadap suatu permasalahan yang
diteliti dan menjelaskan kaidah-
kaidah terhadap suatu masalah
tersebut.  Analisis  permasalahan
digunakan untuk melatih seseorang
dalam memecahkan sebuah kasus
sehingga didapat solusi dan jalan
keluar terkait permasalahan yang
akan di bahas. Didalam analisis
penulis dapat memaparkan pendapat
serta solusi atas permasalahan yang
akan dibahas. Terhadap analisis
tersebut maka akan timbul sebuah
kesimpulan yang mana dari
kesimpulan tersebut akan didapat
saran yang nantinya berguna agar
permasalahan yang ada tidak terjadi
lagi.

Pada grand  theory  penulis
menggunakan teori John Austin
mengenai kepastian hukum yang
mana hukum dipandang sebagai
perintah dari pemegang kekuasaan
tertinggi yang mana perintah tersebut
tidak dapat diganggu gugat. Pada
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middle theory penulis menggunakan
teori  Utrecht.  Teori  Utrecht
menjelaskan mengenai teori
kepastian hukum yang mengandung
tentang aturan yang bersifat umum
tentang individu untuk mengetahui
perbuatan apa yang boleh dan apa
yang tidak  boleh  dilakukan.
Selanjutnya, applied theory penulis
menggunakan Teori mengenai sifat
manusia, yakni bahwa manusia pada
hakikatnya dapat dipercaya, mampu
bertindak dengan penuh tanggung
jawab, memiliki integritas dan
kejujuran terhadap pihak lain yang di
kemukakan oleh Stewardship.

1. Pengaturan Hukum Tentang
Penerapan Upah dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Dalam
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu

Pengertian upah dijelaskan pada
Pasal 1 ayat (6) Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu
Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan
Kerja, Upah adalah hak pekerja yang
diperoleh dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi Kerja
kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut perjanjian kerja,
kesepakatan, atau ketentuan
perundangundangan termasuk
tunjangan bagi pekerja beserta
keluarganya atas suatu pekerjaan
atau jasa yang akan atau telah
dilakukan. Dari pernyataan tersebut
dapat disimpulkan bahwa
pengupahan merupakan salah satu
aspek penting dalam memberikan
perlindungan terhadap pekerja.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk
waktu tertentu sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 BAB v
Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 12
tentang perubahan Pasal 56 ayat (2)
UU Ketenagakerjaan didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan  tertentu.  Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 BAB IV Ketenagakerjaan Pasal
81 angka 13 tentang perubahan Pasal
57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
telah mengatur bahwa Perjanjian
kerja untuk waktu tertentu dibuat
secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan
huruf latin. Serta, dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 BAB
IV Ketenagakerjaan Pasal 81 angka
14 tentang perubahan Pasal 58 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan mengatur
bahwa Perjanjian kerja  waktu
tertentu tidak dapat mensyaratkan
adanya masa percobaan kerja.

Pada Pasal 88 ayat (1) Undang-
Undang Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang disebutkan bahwa
setiap pekerja berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.  Penghasilan  yang
memenuhi penghidupan yang layak
merupakan  jumlah  pendapatan
pekerja dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup pekerja beserta
keluarganya

Pengaturan Hukum Jaminan Sosial
Tenaga Kerja diatur dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional. Selanjutnya, Pasal
99 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 juga menyebutkan
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bahwa “Setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga
kerja”.  Karena tidak  adanya
Klasifikasi  status pekerja yang
dijelaskan dalam pasal tersebut maka
pekerja dalam perjanjian kerja waktu
tertentu maupun perjanjian Kkerja
waktu tidak tertentu berhak atas
jaminan sosial tenaga kerja.

Pengaturan dalam
program jaminan sosial memiliki
tujuan untuk memberikan
kepastian hukum serta
kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia khususnya bagi
perkerja/buruh. Dengan program
jaminan sosial ini, diharapkan
para pekerja dapat memenuhi
kebutuhan  hidup  keluarganya
apabila terjadi suatu hal yang
mengakibatkan berkurangnya
penghasilan, karena sakit,
kecelakaan  kerja, kehilangan
pekerjaan, memasuki hari tua dan
pensiun.

Implementasi, Faktor kendala dan
Solusi Penerapan Upah dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) di PT. Mahveen
Informatika Teknologi

Implementasi Penerapan Upah Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) pada PT. Mahveen
Informatika Teknologi Batam sudah
menerapakan upah dan jaminan
sosial  tenaga  kerja  dengan
mencantumkan isi dalam perjanjian
kerja waktu tertentu sesuai dengan
peraturan perundangan undangan

seperti secara tertulis sekurang
kurangnya memuat nama, alamat
perusahaan, dan jenis usaha, nama
pekerja, jenis kelamin, umur, dan
alamat pekerja/buruh, jabatan atau
jenis pekerjaan, tempat pekerjaan,
besarnya upah dan cara
pembayarannya, Syarat syarat kerja
yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh sesuai
dengan peraturan perundang
undangan dan/atau syarat kerja yang
diatur dalam peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama, mulai
dan jangka waktu berlakunya
perjanjian kerja, tempat dan tanggal
perjanjian kerja dibuat, tanda tangan
para pihak dalam perjanjian kerja.

Kendala dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) pada PT. Mahveen
Informatika Teknologi Batam yaitu
perjanjian yang dibuat hanya 1
rangkap dan pada praktiknya sering
terjadi pemberian upah yang telat.
Kondisi ini menunjukkan betapa
minimnya  perlindungan  hukum
pekerja  perjanjian kerja  waktu
tertentu

Keterlambatan pembayaran adalah
kelalaian pihak perusahan, manajer
keuangan seharusnya bisa bekerja
lebih  baik dalam  mengelola
keuangan perusahaan supaya dapat
memberikan upah tepat waktu,
karena dalam peraturan perundangan
undangan keterlambatan pemberian
upah, perusahaan dapat dikenakan
denda dalam keterlambatan tersebut.
Jika keterlambatan upah ini terjadi
seharusnya perusahaan memberikan
apa yang menjadi hak pekerja yaitu
5% (lima persen) upah darimsetiap
hari keterlambatan gaji.
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Perusahaan juga harus memiliki
perencanaan keuangan yang baik
untuk mengantisipasi dan mengelola
arus kas dengan baik, sehingga dapat
memenuhi  kewajiban pembayaran
gaji tanpa keterlambatan. Edukasi
dan pelatihan kepada staf
administrasi atau keuangan tentang
pentingnya dan prosedur yang benar
dalam pengelolaan gaji karyawan.
Evaluasi secara rutin terhadap sistem
penggajian untuk mengidentifikasi
masalah dan peluang perbaikan. Jika
keterlambatan pembayaran terjadi,
tanggapi  dengan  cepat  dan
transparan kepada karyawan.
Berikan informasi tentang alasan
keterlambatan dan jaminan bahwa
masalah tersebut akan diselesaikan
dengan segera.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti
menarik beberapa poin kesimpulan
yaitu:

Pengaturan Hukum Tentang
Penerapan Upah dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Dalam Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 BAB
IV Ketenagakerjaan ada beberapa
Perubahan Pengaturan mengenai
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
yang semula diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal
88 ayat (1) disebutkan bahwa setiap
pekerja berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

Implementasi faktor kendala dan
solusi penerapan upah dan jaminan
sosial tenaga Kerja dalam perjanjian

kerja waktu tertentu (PKWT) di PT.
Mahveen Informatika Teknologi
sudah mendaftarkan dirinya dan
pekerja  perjanjian kerja  waktu
tertentu sebagai peserta kepada
BPJS, sesuai dengan program
jaminan  sosial  Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 20Il tentang Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial.
Kendala dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) pada PT. Mahveen
Informatika Teknologi Batam yaitu
perjanjian yang dibuat hanya 1
rangkap dan pada praktiknya sering
terjadi pemberian upah yang telat.

SARAN

Sebaiknya pekerja harus selalu
mencari tau mengenai pengaturan
ketenagakerjaan  terbaru  untuk
mengetahui apa yang menjadi
haknya dan agar ada Kkepastian
hukum dan menghindari kerugian
bagi pekerja. Perusahaan juga harus
membuat perjanjian kerja PKWT 2
rangkap  untuk  pekerja  dan
pengusaha agar memenuhi syarat
formal perjanjian, Peran Dinas
Tenaga Kerja juga penting untuk
mengawasi  kegiatan  hubungan
industrial pada perusahaan
perusahaan apalagi yang memiliki
pekerja dengan PKWT sebaiknya
dibuat  peraturan  yang  pasti
perusahaan wajib membuat
perjanjian 3 rangkap untuk diberikan
ke Dinas Tenaga Kerja sebagai
pengawas bagi hubungan industrial
dan pihak Dinas Tenaga Kerja
sebaiknya  lebih  giat  untuk
melakukan audit mengenai
perlindungan hukum bagi pekerja
dengan PKWT.

Pekerja wajib mengetahui
pengaturan  hukum jika terjadi
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keterlambatan upah sampai empat
(4) hari sampai hari kedelapan (8)
terhitung tanggal seharusnya upah
dibayar, dikenakan denda sebesar 5%
(lima persen) untuk setiap hari
keterlambatan dari Upah yang
seharusnya  dibayarkan. Pihak
perusahaan juga harsu memberikan
hak pekerja jika memang upah
terlambat sampai dengan empat (4)
hari lebih karena itu memang hak

pekerja yang mengalami
keterlambatan.
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